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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah Swt, karena hanya dengan izin -Nya 

kami dapat menyusun dan menyelesaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2019. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah unit organisasi yang 

merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai 

asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019-2024 ini dapat berjalan dengan 

optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang 

akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, 

dan pembahasan bersama. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar 

Penyusunan IKU  yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi.  

Demikian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang berkepentingan. 

Ciamis, 9 Oktober 2019 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si 

Pembina Tingkat I/ IV.c 

NIP. 19671110 199703 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja setiap SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang 

transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan 

masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.  

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Ciamis. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus 

mempertimbangkan / berpedomanan beberapa hal yaitu : 

1. RPJMD, Rencana Strategis atau Dokumen Strategis lainnya; 

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi; dan 

3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. 

Atas  dasar  itulah  Indikator Kinerja Utama  disusun pada tahap  awal  dan  itu 

dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 tahun kedepan (2019-2024) dan juga 

merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk rnempertanggungjawabkan hasil 

kinerja. 

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi 

kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara 

baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target 

yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah 

mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam 

rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas 

Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan 

perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan 
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mengidentifikasikan secara jelas masukan (input), keluaran (outputs) dari setiap kegiatan 

dan hasil (outcomes) dari setiap program. 

Penyusunan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Ciamis mempunyai 

maksud dan tujuan sebagai berikut : 

 

1.2.1 MAKSUD 

 

Penyusunan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dengan 

maksud agar dapat direncanakan  akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan 

dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan 

visi dan misi. 

 

1.2.2 TUJUAN 

 

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU unit kerja untuk memperoleh 

informasi kinerja yang diperlukan dalam   penyelenggaraan manejemen 

pemerintahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika secara baik. 

Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

1.3 DASAR KEBIJAKAN PENYUSUNAN IKU 

 

IKU disusun sesuai dengan kegiatan dinas dan berdasarkan : 

a. Landasan ldiil yaitu Pancasila 

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 

c. Landasan Operasional yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
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Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik; 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintahan; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah kabupaten Ciamis. 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan 

Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika. 
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BAB II 

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan 

memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja  (performance) dalam konteks 

tugas sama artinya dengan prestasi kerja. 

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama  adalah catatan 

tentang  hasil  yang  diperoleh  dari  fungsi-fungsi  atau  pekerjaan  atau kegiatan 

 tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (outcome). 

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik 

indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi 

yang bersangkutan yaitu : 

1. Spesifik, diuraikan secara detail dan focus sesuai dengan tupoksi instansi. 

2. Dapat dicapai, target yang ditetapkan merupakan realists dan dapat dicapai 

(achivable) ada nilai atau hasil peningkatan. 

3. Relevan, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan 

tugas pokok. 

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, 

5. Dapat dikuantifikasikan dan diukur. 

 

2.2 PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk : 

 

1. Perencanaan Jangka Menengah 

2. Perencanaan Tahunan. 

3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja. 

4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. 

5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah. 

6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1 VISI & MISI 

 

3.1.1 VISI KABUPATEN CIAMIS 

 

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua” 

 

3.1.2 MISI 5 KABUPATEN CIAMIS 

 

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” 

 

3.2 TUJUAN DAN SASARAN 

 

Untuk mencapai tujuan dalam penjabaran atas Visi dan Misi Kabupaten Ciamis selama 

periode lima tahun kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Tujuan dan 

Sasaran sebagai berikut : 

 

3.2.1 TUJUAN 

 

1. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

2. Meningkatnya pelayanan Komunikasi dan Informasi 

3. Meningkatnya penyediaan data statistik sektoral dan penyebarluasan informasi 

statistik sektoral 

4. Meningkatnya keamanan informasi dalam SPBE, mencakup penjaminan: 

kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenisrsangkalan 

 

3.2.2 SASARAN 

 

1. Terwujudnya proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

2. Peningkatan jumlah Kelompok Informasi Masarakat (KIM) 

3. Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

4. Mewujudkan penyelenggaraan persandian, tingkat kematangan dan tata kelola 

untuk keamanan sistem informasi 
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3.3 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan 

Informatika melakukan strategi melalui program yang akan dilaksanakan diantaranya : 

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 

2. Program kerjasama informasi dan media massa 

3. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 

5. Program penyelenggaraan statistik sektoral 

6. Program penyelenggaraan pengamanan informasi daerah (PPIPD) 

 

3.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tersebut 

mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016  tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika. 

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang  

komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan 

Informatika merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, 

statistik, dan bidang persandian.  

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Ciamis mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, 

persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, 

persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik; 

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi 

informasi, persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data 

elektronik; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya  
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Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahkan: 

a. Sub Bagian Perencanaan  

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan: 

a. Seksi Informasi Publik 

b. Seksi Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi 

4. Bidang Persandian dan Telematika, membawahkan: 

a. Seksi Persandian  

b. Seksi Telematika 

5. Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Statistik, membawahkan: 

a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik 

b. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik 

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 
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BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Ciamis perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam 

perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Dengan demikian setiap 

tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merencanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagaimana terlampir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ciamis 2019-2024 diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja 

pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.  

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap 

pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. 



NO SASARAN

INDIKATOR SASARAN 

(OUTCOME)/ INDIKATOR 

CAPAIAN PROGRAM

TARGET AKHIR 

(RENSTRA)
SATUAN KETERANGAN FORMULASI PENGUKURAN

1 2 3 4 5 6 7

1) Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP)
80 Angka

- Indikator Pengembangan 

Website

- Indikator Pengumuman 

Informasi Publik

- Indikator Pelayanan Informasi 

Publik

- Indikator Penyediaan Informasi 

Publik

2) Persentase permohonan 

informasi yang dilayani
100% Persentase 12 bulan, (12/12*100%)

3) Persentase KIM aktif 100% Persentase Jumlah KIM yang terbentuk

(1) Cakupan layanan internet 

pada perangkat daerah yang 

terintegrasi

90% Persentase

(2) Persentase pemanfaatan 

hosting untuk sistem 

pemerintahan

70% Persentase

(3) Persentase OPD yang 

memiliki layanan SPBE
70% Persentase

4) Indeks keamanan informasi 

(KAMI)
Level III+ Level

Permendagri No. 

046/217/Bangda Perihal : 

Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan Daerah 

Bidang Persandian

Pengukuran tingkat kesiapan 

penerapan keamanan informasi 

pada :

- Tatakelola

- Pengelolaan risiko

- Kerangka kerja

- Pengelolaan aset

- Aspek teknologi

Jumlah OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIAMIS

1 Penyebaran informasi 

dengan melibatkan 

masyarakat dan 

Penyebarluasan 

informasi publik 

kepada masyarakat 

melalui media 

elektronik

2 Meningkatnya 

Penerapan e-

Government di 

Lingkungan Pemkab 

Ciamis

Permendagri No. 

046/219/Bangda Perihal : 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Bidang Komunikasi dan 

Informatika

Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE)



NO SASARAN

INDIKATOR SASARAN 

(OUTCOME)/ INDIKATOR 

CAPAIAN PROGRAM

TARGET AKHIR 

(RENSTRA)
SATUAN KETERANGAN FORMULASI PENGUKURAN

3 Meningkatnya 

Pengelolaan Statistik 

Sektoral

1) Persentase rilis data statistik 

sektoral

100% Persentase Permendagri No. 

120/066/Bangda Perihal: 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Bidang Statistik

Jumlah data yang dirilis

1) Nilai LHE AKIP A Predikat/ 

Kategori (Skor 

Nilai Mutu/ 

Huruf)

Sesuai amanat Peraturan 

Presiden No. 29/ 2014 

tentang SAKIP

Lingkup evaluasi atas 

implementasi SAKIP sesuai 

Permenpan No. 12/2015, 

mencakup :

1. Sistem penilaian terhadap 

Perencanaan strategis, termasuk 

didalamnya perjanjian kinerja, 

dan system pengukuran kinerja

2. Penilaian terhadap penyajian 

dan pengungkapan informasi 

kinerja

3. Evaluasi terhadap program 

dan kegiatan

4. Evaluasi terhadap kebijakan 

instansi/ unit kerja yang 

bersangkutan

Skala skor nilai, sbb :

AA (sangat memuaskan) dengan 

skor > 90 – 100

A (memuaskan) dengan skor 80 

– 90

BB (sangat baik) dengan skor 70 

– 80

B (baik) dengan skor 60 – 70

CC (cukup) dengan skor 50 – 60

C (kurang) dengan skor 30 – 50
2) Level Maturitas SPIP 4 Sesuai amanat Peraturan 

Pemerintah No. 60/ 2008 

tentang SPIP

Fokus penilaian SPIP merupakan 

penilaian yang digunakan untuk 

menunjukan tingkat maturitas 

penyelenggaraan SPIP, yaitu 

unsur-unsur SPIP yang 

ditetapkan dalam PP No. 

60/2008, yaitu unsur lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan skala skor nilai sbb: 

0 Belum Ada : Kurang dari 1,0 (0 

skor < 1,0); 1 Rintisan : 1,0 s/d 

kurang dari 2,0 (1,0 ≤  skor < 2,0); 

2 Berkembang 2,0 s/d kurang 

dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0); 3 

Terdefinisi 3,0 s/d kurang dari 

4,0 (3,0 ≤ skor 4,0); 4 Terkelola 

dn Terukur 4,0 s/d kurang dari 

4,5; 5 Optimum antara 4,5 s/d 

5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah

4



NO SASARAN

INDIKATOR SASARAN 

(OUTCOME)/ INDIKATOR 

CAPAIAN PROGRAM

TARGET AKHIR 

(RENSTRA)
SATUAN KETERANGAN FORMULASI PENGUKURAN

3) Kualitas Laporan Keuangan 100 Angka Sesuai dengan PP No. 

12/2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah; SK Bupati Ciamis 

No. 900/367.d/BPKD/2019

Instrumen penilaian kinerja 

pengelolaan keuangan daerah:

1. Renstra

2. Renja

3. IKU

4. PK

5. LKIP

6. RKA

7. Rekonsiliasi Aset

8. Rekonsiliasi 

Pertanggungjawaban Keuangan 

SKPD

9. Kualitas laporan keuangan

5 Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Publik

1) IKM Diskominfo 85,5 Angka Dasar Hukum IKM : 

Permenpan 14/2017 

tentang Pedoman 

Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan 

Publik

Melalui 14 unsur pelayanan, 

yaitu :

1. Prosedur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan;

3. Kejelasan petugas layanan;

4. Kedisiplinan petugas 

pelayanan;

5. Tanggungjawab petugas 

pelayanan;

6. Kemampuan petugas 

pelayanan;

7. Kecepatan pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan 

pelayanan;

9. Kesopanan dan keramahan 

petugas;

10. Kewajiban biaya pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan;

12. Kepastian jadwal pelayanan;

13. Kenyamanan lingkungan;

14. Keamanan pelayanan.

NIP. 19671110 199703 1 008

Ciamis,       Oktober 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIAMIS

AEF SAEFULOH, S.Sos., M.Si.



 

 

 

 

 

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR : 188.45/26.KPTS/Diskominfo.02/2019 

LAMPIRAN : 1 (satu)  

 

TENTANG 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 - 2024 

 

 

BUPATI CIAMIS 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 

(1), sampai (3) Peraturan Bupati Ciamis tentang 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Indikator 

Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ciamis; 

  b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama 

sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, 

perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Komunikasi Dan Informatika; 

    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

 

 

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran; 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 

diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Publik; 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

  11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintahan; 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  



 

 

 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten 

Ciamis. 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

  24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

  25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur 

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. 

    

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR 

KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS 

 

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan 

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

   

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang 

digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja  



 

 

 

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, 

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan 

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 

2020-2024; 

   

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan 

dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis; 

   

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Ciamis 

           Pada tanggal 9 Oktober 2019 

 

An. BUPATI CIAMIS 

KEPALA DINAS  

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

 

AEF SAEFULOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran  : Keputusan Bupati Ciamis 

  Nomor :188.45/26.KPTS/Diskominfo.02/2019 

  Tanggal  : 9 Oktober 2019 

 

 
1. Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

Unit Kerja  : Dinas Komunikasi Dan Informatika 

2. Tugas dan Fungsi : 

a. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, 
Statistik dan Persandian 

b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian  

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi Dan Informatika, 
Statistik dan Persandian 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 

  



3. Indikator Kinerja Utama: 

NO SASARAN RENSTRA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA KET. 

1 Penyebaran informasi dengan 

melibatkan masyarakat dan 

Penyebarluasan informasi publik 

kepada masyarakat melalui 

media elektronik 

1) Indeks KIP  

 

DISKOMINFO 

Bidang Sarana 

Komunikasi dan 

Diseminasi Informasi 

(bidang SKDI) 

Sesuai amanat 

Permendagri No. 

046/219/Bangda 

Perihal : 

Penyelenggaraan 

urusan 

Pemerintahan 

daerah Bidang 

Komunikasi dan 

Informatika 

2) Persentase 

permohonan 

informasi yang 

dilayani 

3) Persentase KIM aktif 

2 Meningkatnya Penerapan e-

Government di Lingkungan 

Pemkab Ciamis 

1) Cakupan Layanan 

Internet pada 

Perangkat Daerah 

DISKOMINFO 
Bidang Telematika dan 

Persandian 

Sesuai amanat : 

(1-3) Peraturan 

Presiden 

(Perpres) No. 95 

Tahun 2018 

tentang Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE); 

(4) Permendagri 

No. 046/217/ 

2) Persentase 

pemanfaatan hosting 

3) Persentase OPD yang 

memiliki e-

government 

4) Indeks keamanan 

informasi (KAMI) 



NO SASARAN RENSTRA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA KET. 

Bangda Perihal : 

Penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan 

daerah Bidang 

Persandian 

3 Meningkatnya Pengelolaan 

Statistik Sektoral 

Realease data statistik 

sektoral 

DISKOMINFO 
Bidang Pengelolaan Data 

dan Elektronik 

Sesuai amanat 

Permendagri No. 

120/066/Bangda 

Perihal : 

Penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan 

daerah Bidang 

Statistik 

4 Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah 

1) Nilai LHE AKIP 

DISKOMINFO 

Subbag Umum & 

Kepegawaian, Subbag 

Perencanaan, Subbag 

Keuangan 

Sesuai amanat 

Peraturan 

Presiden No. 

29/2014 tentang 

SAKIP 

2) Level Maturitas SPIP 

3) Kualitas Laporan 

Keuangan 



NO SASARAN RENSTRA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA KET. 

5  Meningkatnya Kinerja Pelayanan 

Publik 

IKM Diskominfo DISKOMINFO Subbag Umum & 

Kepegawaian, Subbag 

Perencanaan, Subbag 

Keuangan 

Sesuai amanat 

Peraturan 

Pemerintah No. 

60/2008 tentang 

SPIP 

 

Ditetapkan di Ciamis 

Pada tanggal 9 Oktober 2019 

An. BUPATI CIAMIS 

KEPALA DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

AEF SAEFULOH 

 


